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PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur Nomor 78 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nemor 7 Tahun 2016;

bahwa dengan teiah dipenuhinya permohonan bantuan keuangan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Surat Nomor : 451/131/Binsos-2016 tanggal, 23 Februari 2016 dan kepada
Pemerintah Provinsi Papua Nomor : 451/129/Binsos-2016 tanggal, 23 Februari 2016, maka untuk efektifnya penggunaan
dana bantuan keuangan tersebut perlunya menganggarkan penerimaan bantuan keuangan dimaksud dalam Lain-lain
Pendapatan Yang Sah dan menganggarkan penggunaan sebagai belanja dalam APBD, sebelum dilakukan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

bahwa sesuai dengan ketentuan butir III.1.C.14) Lampiran Peraturan Menteri Lralam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, apabila pendapatan
daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu melakukan Perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur Nemor 78 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Mumor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomior 3688), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten.ang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);



10.

11.

12.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Gistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahar. Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416,) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4502), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerzh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomer 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana teiah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Peinerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20606 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberpa kali, terkahir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-6174 Tahun 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan
Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

29 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

31. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapaten dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 78
TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016.
Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016; diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sechingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula  berjumlah Rp. 4.774.203.758.691,00  bertambah
sejumlah Rp. 32.180.823.941,00, sehingga secara keseluruhan berjurniah Rp. 4.806.384.582.632,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan.

1) Sebelum perubahan. ...........ooouiiiii Rp. 4.595.703.758 691,00
2) Bertambah ... ...... oot Rp.  12.499.950.000.00

Jumlah Pendapatan setelah pe~ubahan e RP. 4,608 .203.708.691,00

2. Belanja:

1) Sebelum Perubahan .............cooiieriiiiiiii i Rp. 4.774.203.758.691,00
2) BErtambah ... .c..ocooumiiiniiii ittt Rp._ 32.180.823.941,00
Jumlah Belanja setelah PErUDANAN ...........ooiimitiiiii i Rp. 4.806.384.582.632,00
Defisit setelah PerubDaBAN .....c.ovuiiiiieriiiieeei ittt ettt st (Rp. 198.180.873.941,00)
3. Pembiayaan :

a. Penerimaan.

1) Sebelum PErUbANAN. .. ... ..ttt e Rp. 228.500.000.000,00

2) BErtambah ......ooouuiii i Rp. 19.680.873.941.00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan ........ ... it Rp. 243.180.873.941,00
b. Pengeluaran.

1) Sebelum PertubaRan ............iiimiii i Rp. 50.000.000.000,00

2) Bertambah .......o.oeiiiii Rp. 00,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan .............o.oi Rp. 50.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan. .. ... .....ooooiiiiiiii Rp. 198.180.873.941.00
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan ........ ... Rp. -

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai Lorikut :

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci sebagai berikut :

a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016; dan



b. Lampiran II Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dazrah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempataniya dalam Berita Daerah Provinsi

Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Juli 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,
W E\_\g_ 0

Diundangkan di Padang

pada tanggal 18 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

=

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR : 35



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN APED
TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN | : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2016

TANGGAL : 18 JULI 2016
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Jumlah Bertambah/(Berkurang)
Kede Uraian (Rp)
Rekening Sebelum Setelah o
Perubahan Perubahan (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6
1. PENDAPATAN DAERAH 4.595.703.758.691,00 4.608.203.708.691,00 12.499.950.000,00 0,27
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 51.899.177.391,00 64.399.127.391,00 12.499.350.000,00 24,09
YANG SAH
1.3.5. Bantuan Keuangan - 12.499.950.000,00 12.499.950.000,00 100,00
1.3.5.01. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah - 12.499.950.000,00 12.499.950.000,00 100,00
Provinsi Lainnya.
1.3.5.01.01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah - 7.500.000.000,00 7.500.060.000,00 100,00
Provinsi Jawa Barat
1.3.5.01.02 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah - 4.999.950.000,00 4.999.950.000,00 100,00
Provinsi Papua
2. BELANJA DAERAH 4.770.203.758.691,00 4.802.384.582.632,00 32.180.823.941,00 0,67
21 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.661.076.523.300,00 2.661.076.523.300,00 - -
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4
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2.2.

2.2.3

2.2.3.92.

2.2.3.92.0001

BELANJA LANGSUNG

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Fasilitas
Jmum

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sarana
Peribadatan

2.113.127.235.391,00

1.164.098.684.089,00

38.194.350.000,00

38.194.350.000,00

2.145.308.059.332,00

1.176.598.634.089,00

50.694.300.000,00

50.694.300.000,00

32.180.823.941,00

12.499.950.000,00

12.499.950.000,00

12.499.950.000,00

32,73

32,73

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

W _u?zo




Urusan Wajib

1.20.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admi

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

nistrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

LAMPIRAN Il : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 35 TAHUN 2016

TANGGAL : 18 JULI 2016

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATU RAN
GUBERNUR NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Organisasi : 1.20.05 [..us Pengeloiaan Keuangan Daerah
) Jumlah Bertambah/(Berkurang)
Kode Uraian (Rp) Penjelasan
Rekening Sebelum Setelah (Rp) (%)
Perubahan Perubahan
1 2 3 4=3+45 5 6=5/3*100; 2
1.20.1.20.05.00.00.4. PENDAPATAN 4.278.967.931.691,00 | 4.291.467.881.691,00 12.499.950.000,00 0,29
1.20.1.20.05.00.00.4.3 LAIN-LA!N PENDAPATAN DAERAH 51.899.177.391,00 64.399.127.391,00 12.499.950.000,00 24,09
YANG SAH
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5 Bantuan Keuangan - 12.499.950.000,00 | 12.499.950.000,00 100,00
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01. Bantuan Keuangan dari Pemerintan Daerah - 12.499.950.000,00 12.499.950.000,00 | 100,00
Provinsi Lainnya.
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01.0001 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah - 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 100,00 | Anggaran semula ...

Provinsi Jawa Barat

Bertambah............ 7.500.000.000
Anggaran setelah Perubahan.... 7.500.000.000
Penambahan Pendapatan bantuaN keuangan dari Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai transfer tanggal 25 Mei 2016,
No. B-000035, SUBAG PENG-PDJBIDJA.




4=3+5

6=5/3*100 2

1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01.0002

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah
Provinsi Papua

'

4.999.950.000,00

4.999.950.000,00

100,00 | Anggaran semula . -
Bertambah............. 4.999.950.0G0
Anggaran setelah Perubahan.... 4.999.950.000
Penambahan Pendapatan bantuan keuangan dari Pemerintah
Daerah Provinsi Papua, sesuai transfer tanggal 8 Maret 2016,

No. B-000014 KASDA PROPi-PDIJIDJI.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,
e —

RWA YITNO




Urusan Wajib

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Keregawaian dan Persandian

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2016
TANGGAL : 18 JULI 2016

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNL NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Organisasi 1.20.03 Sekretariat Daerah
Jumlah Bertambah/(Berkurang)
Kode Uraian (Rp) Penjelasan
Rekening Sebelum Setelah {Rp) %)
Perubahan Perubahan
1 2 3 4=3+5 5 6=5/3*100 2
1.20.1.20.03.00.00.5. BELANJA 174.519.283.272 187.019.233.272 | 12.499.950.000 7,16
1.20.1.20.03.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 126.154.120.507 138.654.070.507 | 12.499.250.000 9,91
1.20.1.20.03.10. Program Peningkatan Pealayanan Publik 38.690.0G0.000 50.499.950.000 | 12.492.950.000 100,00
1.20.1.20.03.10.02 Kegiata : Finishing Lantai Dasar Mesjid Raya - 12.499.950.000 | 12.499.950.600 100,00 | Anggaran semula

Sumatera Barat

Bertambah............... 12.499.950.000
Anggaran setelah Perubahan.... 12.499.950.000
Penambahan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat, sesuai transfer tanggal 25 Mei 2016,

No. B-000035, SUBAG PENG-PDJBIDJA ...
~ebesar Rp. 7.500.000.000,-.

Penambahan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah
Provinsi Papua, sesuai transfer tanggal 8 Maret 2016,

No. B-000014 KASDA PROPI-PDIIDJL.. ..o
sebesar Rp. 4.499.950.000,-.




4=3+5

6=5/3*100 2

1.20.1.20.03.10.01.5.2.3

1.20.1.20.03.10.01.5.2.3.92

1.20.1.20.03.10.01.5.2.3.92.0001

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sarana
Peribadatan

12.498.950.000

12.499.950.000

12.499.950.000

12.499.950.00C

12.499.950.000

12.499.950.000

100,00

100,00

100,00

GUBERNUR SUMATERARARAT,




